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1. Septian Hario Seto Deputi Bidang Koordinasi lnvestasi dan 

Pertambangan berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia 

98/TPA Tahun 2020 

Nomor 

tentang 

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

lnvestasi, dalam hal ini bertindak untuk 
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� no 1 Bulaksumur Yogyakarta, untuk i:� 
� � 
� selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. �� 
� � 
� � � 
� PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan �� 
� � 
t:1 secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. i:� 
�� "� 
'C-j t� 
� t� 

� PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: � 
� 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Koordinator Bidang �� 
t� t� 

� Kemaritiman dan lnvestasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan h 
"� 

t� 

� pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi untuk membantu t} 

� � 
�� presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara berdasarkan � 

.. � Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator
� 

�� Bidang Kemaritiman dan lnvestasi (Lembaran Negara Republik Indonesia ts 1 �-
'C-) 

t� 
I� '--l Tahun 2019 Nomor 265) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang �� �. 

'--l � �. ic.� Kemaritiman dan lnvestasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan '-·:s � 
I(.� � 

� Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi � 
�� (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212). �; 
� � 
t� 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan "·� 
�l � 11 � Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 t:1 
tl �� 
t:-� Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gad1·ah Mada; "� 
� �� 
� 3. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian �; 
� � 
it-:1 Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi dan Universitas Gadjah "'.:I 
� � 
� Mada Tentang Kerja Sama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian t� 
� � 

11 �"'lo Kepada Masyarakat Nomor 9/NKB/MARVES/2020 dan Nomor �� 
� � 
� 6951/UN1 .P/DIT-KAUI/HK/2020 �� 
� �« 
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(3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

ditanggung oleh PIHAK KESATU dan dibebankan pada Daftar lsian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

dan lnvestasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor:

120.01 .1.350494/2020 tanggal 14 Agustus 2020

PASAL10 

MEKANISME PEMBAYARAN 

(1) Seluruh biaya Pelaksanaan Kajian Pengembangan lndustri Recycling

Lithium Battery sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

ditanggung oleh PIHAK KESATU, dibebankan kepada APBN tahun 2020.

(2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan

negara.

(3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh

PIHAK KESATU dan dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Tahun Anggaran 2020, Nomor 120.01.1.350494/2020 tanggal 14 Agustus

2020, pada Komponen Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis

lnvestasi Strategis Asisten Deputi lnvestasi Strategis.

(4) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan langsung

setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK atau selambat

lambatnya 6 hari kalender secara pemindahbukuan ke dalam rekening

PIHAK KEDUA, melalui rekening yang tercantum pada tagihan yang akan

diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.





menyatakan keberatan secara tertulis; 

d. Salah satu PIHAK mengundurkan diri;
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PASAL12 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

{1) Keadaan memaksa (Force Majeure} adalah hal-hal yang mempengaruhi 

pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, 

seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, 

tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah 

penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, 

kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, 

gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan 

kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing PIHAK tidak 

dapat melaksanakan tugas dan kewajiban seb�gaimana dimaksud dalam 

Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, PARA

PIHAK dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara

musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL13 

KORESPONDENSI 

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh 

masing�masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara 
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PASAL15 

ADENDUM 

(') 

� 
('l 

(1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

� 
'l 

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan

diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
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Kerja Sama ini.
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PASAL 16 

PENUTUP 

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua} di atas 

kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang 

sama serta diserahkan kepada PARA PIHAK.


